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TAHUN ANGGARAN 2021
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun
Anggaran 2021, dipandang perlu menunjuk Bendahara
Umum Daerah (BUD) dan Kuasa Bendahara Umum Daerah
(Kuasa BUD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan
Bupati Banggai Kepulauan.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan
Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun
1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten
Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3966);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Menunjuk Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Kuasa Bendahara
Umum Daerah (Kuasa BUD) Kabupten Banggai Kepulauan Tahun
Anggaran 2021, dengan nama sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini.

BUD dan Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada Diktum
KEBSATU, mempunyal ftugas menyelenggarakan Pencatatan
Administrasi Kas setiap hari kerja, sesuai Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku dan bertanggungjawab atas uang-uang
dan kertas berharga yang ada didalam pengurusannya kepada
Bupati mengenai kerugian dan ketekoran Kas Daerah.

BUD dan Kuasa BUD, juga diwajibkan memungut Pajak Negara
dan segera menyetorkan ke Kas Negara dan Pemungutan
Daerah lainnya.

Masa Tugas BUD dan Kuasa BUD sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU, terhitung mulai tanggal 4 Januari sampai
dengan 31 Desember 2021.

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini,
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
(BPKAD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Salakan
pada tanggal [§ TFebruoary 202)
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Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:
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Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;

Kepala Bappeda Litbang Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.
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STEVAN MDIDADY, SE., M.Si
NIP. 19701001 199903 1 009

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KAB. BANGKEP

BENDAHARA UMUM DAERAH
(BUD)

H. RAIS D. ADAM
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

SOFYAN NURDIN, SE
NIP, 19760817 200701 1 033

KEPALA BIDANG
PERBENDAHARAAN

KUASA BENDAHARA UMUM
DAERAH (KUASA BUD )

H. RAIS D. ADAM
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN




